
 

 
 

BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 

  
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

 

NOMOR  33  TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BENGKULU UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, maka 

perlu dilakukan penyesuaian nama Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;  

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, perlu adanya pedoman dalam menyusun Standar 
Operasional Prosedur pada setiap fungsi pelayanan publik di 

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai 

acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan atas  Peraturan 

Bupati Nomor 9 Tahun 2015  tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten  Bengkulu Utara; 

Mengingat : 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

 

SALINAN 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 649); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).       

 

 

 
 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA. 

  
 
 



 

 
 

Pasal I 

 
 

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bengkulu Utara 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara  (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 

2015 Nomor 9) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

  
Pasal II 

  

  
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara. 

   

   
Ditetapkan di Arga Makmur  

pada tanggal  7 Agustus 2017              

 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 

ttd 
 

        M I A N 

Diundangkan di Arga Makmur 

pada tanggal  7 Agustus 2017                               
 

        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 
 

 ttd 

 
                   HARYADI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN  BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR  33 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

 

 

 
 

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. 
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